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	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	
	

	
	
	

	DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	

	
	
	

	Menimbang  :
	
	

	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data secara terintegrasi dan transparan, diperlukan digitalisasi laporan insidental yang masih disampaikan secara luring di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
	
	

	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun … tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...  Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
	
	

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan, Bursa Karbon;
	
	

	
	
	

	Mengingat  : 
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun … tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...  Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
	
	

	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	

	
	
	

	Menetapkan : 	
	
	

	PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON.
	
	

	
	
	

	BAB I
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	

	
	
	

	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	
	

	1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
	
	

	a. penawaran umum dan transaksi efek;
	
	

	b. pengelolaan investasi;
	
	

	c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
	
	

	d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 
	
	

	2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
	
	

	3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	4. [bookmark: _Hlk178252857][bookmark: _Hlk178252866]Laporan Insidental adalah laporan yang disusun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
	
	

	5. Pihak Pelapor adalah Pihak yang menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	6. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Pihak Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	
	
	

	Pasal 2
	
	

	Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 meliputi:
	
	

	a. perusahaan efek yang memiliki izin sebagai:
	
	

	1. penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek; atau
	
	

	2. manajer investasi.
	
	

	b. lembaga efek terdiri dari:
	
	

	1. bursa efek;
	
	

	2. lembaga kliring dan penjaminan;
	
	

	3. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
	
	

	4. lembaga pendanaan efek;
	
	

	5. lembaga penilaian harga efek;
	
	

	6. penyelenggara dana perlindungan pemodal;
	
	

	7. penyelenggara layanan administrasi prinsip mengenali nasabah;
	
	

	8. penyelenggara pasar; atau
	
	

	9. penyelenggara pasar alternatif.
	
	

	c. lembaga penunjang terdiri dari:
	
	

	1. penasihat investasi berbentuk perusahaan sebagai penyelenggara penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi; atau
	
	

	2. wali amanat.
	
	

	d. penyelenggara layanan urun dana;
	
	

	e. profesi penunjang antara lain akuntan publik; atau
	
	

	f. Pihak yang diwajibkan menjadi Pihak Pelapor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	
	

	
	
	

	BAB II
	
	

	LAPORAN INSIDENTAL
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Hlk161211859]Pasal 3
	
	

	(1) Pihak Pelapor menyampaikan Laporan Insidental sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	(2) Laporan Insidental yang disampaikan sesuai dengan Daftar Laporan Insidental sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	BAB III
	
	

	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN INSIDENTAL
	
	

	Pasal 4
	
	

	Format dan tata cara penyusunan Laporan Insidental mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	Pasal 5
	
	

	(1) [bookmark: _Hlk178586804]Pihak Pelapor menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(2) Penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring dilakukan setelah Pihak Pelapor memperoleh hak akses pengguna dari Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(3) Pihak Pelapor harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada tanggal Pihak Pelapor memperoleh izin usaha, surat pencatatan, surat tanda terdaftar, atau surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(4) Dalam hal:
	
	

	a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
	
	

	b. hak akses pengguna untuk penyampaian Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diperoleh,
	
	

	Pihak Pelapor menyampaikan Laporan Insidental dan/atau koreksi Laporan Insidental dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	
	
	

	Pasal 6
	
	

	(1) Setiap Pihak Pelapor yang menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(2) Laporan Insidental yang disampaikan Pihak Pelapor melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus memuat informasi yang sama dalam Laporan Insidental yang disimpan oleh Pihak Pelapor.
	
	

	(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pihak Pelapor untuk menyampaikan dokumen selain dokumen yang telah disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(4) Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (database) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
	
	

	
	
	

	BAB IV
	
	

	KETENTUAN PERALIHAN
	
	

	Pasal 7
	
	

	(1) Dalam hal terdapat Laporan Insidental Pihak Pelapor yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dan koreksinya disampaikan setelah Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, koreksi dilakukan mengacu pada format dan/atau tata cara sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
	
	

	(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koreksi yang berasal dari temuan Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak Pelapor.
	
	

	
	
	

	BAB V
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	

	
	
	

	Pasal 8
	
	

	(1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 
	
	

	a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
	
	

	b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.04/2018 tentang Kegiatan Lain bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
	
	

	c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Pelaporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
	
	

	d. [bookmark: _Hlk178597860][bookmark: _Hlk178597825]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; dan
	
	

	e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
	
	

	[bookmark: _Hlk190113043]dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	(2) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
	
	

	a. Ketentuan pada Romawi VI Angka 1 huruf b mengenai laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan asosiasi manajer investasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi; dan
	
	

	b. Ketentuan pada Romawi IV mengenai kewajiban peserta program pendidikan berkelanjutan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek,
	
	

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	

	
	
	

	Pasal 9
	
	

	[bookmark: _Hlk190114901]Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	
	



